PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 170/11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 SESUAI HASIL

EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/61 Tahun 2021
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

a. bahwa Gubernur Jawa Tengah telah melaksanakan
evaluasi terhadap Rancangan  Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo telah melaksanakan pembahasan sesuai Hasil
Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten  Sukoharjo tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Menetapkan

KESATU
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang ‘Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan = Rakyat Daerah  Kabupaten Sukoharjo
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 sesuai Hasil Evaluasi Gubernur
Jawa Tengah.



KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD ini.

KETIGA : Bupati Sukoharjo menindaklanjuti Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud diktum = KEDUA,
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Agustus 2021
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TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo; i
3. Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.




LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/11 Tahun 2021
Tanggal : 23 Agustus 2021

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 SESUAI HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

1. MATERI PERUBAHAN RPJMD
A. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN
1. Integrasi KLHS.

a.

Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan
(konsep integrasi KLHS dalam RPJMD) telah disesuaikan dengan
Rancangan Akhir RPJMD.

Telah ditambahkan integrasi sampai dengan Bab VII (integrasi
baru sampai Isu Strategis).

Contoh pada poin 3.b pada halaman VII-6.

2. Internalisasi SPM Kesehatan.

1)

2)

Telah ditampikan kondisi/gambaran Angka Kematian Ibu (AKI)
karena dalam 1 tahun tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup,
dan menampilkan kondisi layanan Kesehatan ibu, bayi dan balita
sesuai dengan amanat SPM.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan telah ditambahkan
gambaran kesetaraan gender:

a) Dasar hukum peraturan tentang pengarusutamaan gender
(PUG). :

b) Gambaran umum kondisi daerah untuk menampilkan data
pilah gender.

c) Isu strategis menggambarkan kesetaraan gender telah ada
pada halaman IV-34 pada poin 3.c. )

B. SISTEMATIKA.

Berdasarkan hasil evaluasi hal-hal yang . perlu dicermati

dalam sistematika penulisan serta substansinya sebagai berikut:
1. BAB I PENDAHULUAN _
Telah dilengkapi dasar hukum dengan menambahkan:

a.

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi untuk direvisi menjadi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

1




C.

d.
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Perda Kabupaten Sukoharjo tentang RTRW Kabupaten
Sukoharjo;

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

2. BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

a.

Analisis Gambaran telah sesuai sehingga dapat menggambarkan
tingkat capaian/kondisi exsisting pembangunan sampai dengan
Tahun 2020 (data time series 2016-2020).

Penyajian data khususnya Pertumbuhan
Ekonomi Nasional dan Jawa Tengah dimana untuk Tahun 2020
pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi minus 2,07
sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2020
terkontraksi minus 2,65, telah disesuaikan.

Analisis faktor penyebab utamanya pada

indikator dengan hasil evaluasi masih memerlukan upaya keras

untuk pencapaianya karena masih ada yang belum dilengkapi
dengan analisis penyebabnya. Hal ini diperlukan dalam
merumuskan permasalahan pada Bab IV dan data ewvaluasi
capaian pada BAB II digunakan sebagai bahan pertimbangan
menentukan target S (lima) tahun kedepan.

3. BAB Il GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.

a.

b.

Telah ditambahkan wulasan kondisi perekonomian  daerah
sebelum menjelaskan tentang keuangan daerah.

Telah ditambahkan analisis fiskal daerah pada sub bab analisis
keuangan daerah setelah analisis Pembiayaan.

Tabel tentang kinerja keuangan Tahun 2016-2020 yang disajikan
struktur pendapatan maupun belanja daerah sudah disesuaikan
dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Konversi struktur lama (PP Nomor 58 Tahun 2005) ke struktur
baru (PP Nomor 12 Tahun 2019) sudah dilaksanakan dengan
hati-hati.

Kerangka Pendanaan:

1) Proyeksi pendapatan transfer Tahun 2022-2026 karena
pendapatan transfer hanya mengikuti kebijakan
pusat/provinsi maka disarankan penentuan pendapatan
transfer untuk sama dengan Tahun 2021. Dimana dalam
Tabel 3.19 dan 3.23 Tahun 2022-2026 pendapatan transfer
diproyeksikan meningkat dari Tahun 2021. Hal ini telah
disesuaikan pada table 3.30.

2) Telah dilengkapi upaya jangka menengah yang akan
ditempuh untuk mencapai target pendapatan daerah
utamanya yang bersumber dari PAD.

3) Telah dilengkapi uraian narasi yang menjabarkan kebijakan
penggunaan masisng-masing komponen belanja daerah.
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4) Pengalokasian Dana Cadangan Pilkada pada Pengeluaran
Pembiayaan mengingat pada Tahun 2024 akan dilaksanakan
Pilkada Serentak telah ditambahkan melalui Dana Cadangan
sesuai dengan asumsi kebutuhan Pilkada serentak.

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

a.

Perumusan permasalahan mendasarkan informasi dan data pada
Bab II (sudah tercapai, belum tercapai, hambatan/masalah
pencapaian) karena masih terdapat redaksional permasalahan
per-urusan yang masih sama dengan RPJMD Provinsi Tahun
2018-2023 sehingga perlu untuk di cek kembali seperti pada :

* Urusan PUPR Sub Jalan dan Jembatan, SDA, dan Penataan
Ruang

* Urusan Perakim

* Urusan Sosial

* Urusan Pangan

¢ Urusan Statistik

* Urusan Perpustakaan
* Urusan Pertanian

Berkaitan dengan hal tersebut telah disesuaikan pada
perumusan permasalahan di setiap bidang urusan.

[su Strategis.

1) Telah ditambahkan pembahasan isu strategis global (SDGs,
revolusi industri, pasar bebas, dll), serta pandemi Covid-19

2) Keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Sukoharjo
dengan isu strategis RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah, sudah selaras ditunjukkan pada table 4.2

5. BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN.

Mencermati penggunaan 2 (dua) indikator sasaran terkait

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) yaitu: Indeks Layanan
Infrastruktur (Nilai) dan Indeks Fatalitas (angka) yang satuan yang
digunakan bukan satuan prosentase dimana dari 6 indikator 4
sudah menggunakan satuan prosentase sehingga perbedaan satuan
ini menyulitkan untuk menghitung agregat di level indikator tujuan.

Bahwa pada saat perhitungan agregat di level indikator

tujuan maka akan disamakan terlebih dahulu satuannya selanjutnya
baru dihitung agregatnya. Untuk satuan nilai akan dikonversi

menjadi prosentase terlebih dahulu pada saat akan dilakukan
perhitungan agregat.
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6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

a. Telah ditambahkan narasi terkait Kabupaten Sukoharjo
Sukoharjo sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan
Subosokowonosraten sebagaimana tercantum dalam RTRW
Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, pada halaman VI-35 pada 6.3.
poin 3.

b. Keselarasan indikator lokasi pelaksanaan kegiatan
strategis nasional di daerah; mohon dapat diakomodir dengan
penetapan Perpres 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga -
Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -
Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang. Hal ini
mengingat di dalam Perpres dimaksud dialokasikan kegiatan
yang mencakup wilayah Kabupaten Sukoharjo (berkaitan dengan
Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo; Pengembangan
Kawasan Pusat Furnitur Indonesia; Pengembangan Agriculture
Estate melalui Corporate Farming, telah ditambahkan pada
halaman VI-35 pada 6.3. poin 3.

¢. Pada Halaman VI-52 untuk dipertimbangkan kembali target
pencapaian indikator karena kurang maksimal, misal: Prosentase
KBWU dari 70% di Tahun 2020, hanya meningkat di Tahun 2026
menjadi 71,8%, demikian pula dengan wilayah yang terkoneksi
angkutan umum, 10,27% di Tahun 2020 menjadi 11,98% di
Tahun 2026.

Terkait hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan faktor-faktor di atas target peningkatan prosentase
KBWU tclah ditentukan sesuai proyeksi pertumbuhan kendaraan
dari Gakindo. Selain itu, faktor yang menjadi pertimbangan
kenaikan target adalah kurang maksimalnya kesadaran KBWU
untuk melaksanakan uji. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan
mengadakan sosialisasi pemilik KBWU setiap tahunnya dengan
harapan jumlah pemilik KBWU yang melaksanakan uji semakin
meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran pemilik KBWU yang
melakukan uji serta dipengaruhi proyeksi pertumbuhan seperti
diatas, maka target peningkatan sebesar 71.8% pada tahun 2026
sudah dirasa maksimal.

Pada dasarnya terkait target indikator konektifitas wilayah
dipengaruhi beberapa faktor menurunnya penggunaan angkutan
umum diatas. Target 11.98% dirasa sudah sangat maksimal
mengingat banyaknya hambatan yang ada dan perlu adanya
langkah yang sangat konkrit dan tentunya perlu biaya yang
sangat besar untuk bisa ditingkatkan lagi lebih dari 11.98%
seperti contohnya penyediaan biaya operasional bersubsidi
melalui sistem buy service. Langkah-langkah seperti revitalisasi
angkutan dan pembuatan rencana umum Jaringan trayek yang
akan dilakukan merupakan langkah untuk mempertahankan
trayek yang sudah ada agar tidak menurun dan berusaha untuk
bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit hingga target 11.98% pada
tahun 2026.
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7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH.

a.

Sub Bab Kerangka Pendanaan dengan tabel proyeksi
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana
disajikan dalam Bab III Tabel 3.23. Telah disesuaikan pada Tabel
Tl

Mempertimbangkan kembali keterkaitan uraian fokus kegiatan di
masing-masing program pembangunan dengan uraian fokus
prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan sebagai
upaya menangani permasalahan strategis di Bab IV, penjabaran
strategi kebijakan pada dan program unggulan Bab VI. Hal ini
penting sebagai bahan rujukan OPD dalam periyusunan rencana
kegiatanya pada Renstra dan menjadi pedoman dalam
penjabaran di penyusanan perencanaan tahunan (RKPD).

Terkait hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keterkaitan uraian fokus kegiatan di masing-masing program
pembangunan sebagai upaya menangani permasalahan strategis
sudah dilakukan melalui keselarasan dan harmonisasi
(cascading) isu strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan dan program serta cascading Renstra Perangkat
Daerah.

Mencermati konsistensi dan kesesuaian nomenklatur Program
yang akan digunakan pada Urusan Perhubungan karena pada
Halaman VII-13 di Urusan Perhubungan terdapat 3 Program
(Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan
Perkeretaapian, namun pada Hal. VI-52 hanya terdapat 1
program di Urusan Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pada BAB 6 merupakan program yang mengungkit sasaran
daerah sedangkan BAB 7 merupakan seluruh program yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Telah dipastikan semua program dari Perubahan Renstra
Perangkat Daerah masuk dalam Bab ini.

8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

a.

b.

Rasionalitas Indikator Kinerja Daerah (Bab VII) telah
disesuaikan.

Berkenaan Tabel 8.2. telah dilakukan
penyesuaian di Tabel 8.1 dan telah dilakukan pencermatan
ulang berkenaan dengan substansi Tabel 8.2. untuk
penyesuaiannya.



2. MASUKAN PER URUSAN.

Hasil evaluasi cap‘ain dijadikan

pertimbangan dalam menyusun target
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NO URUSAN SARAN/MASUKAN TINDAK LANJUT HAL
1 |Pendidikan | 1. Menyesuaikan data | Telah disesuaikan dengan SPM-E [1-156
capaian SPM dengan | Jateng
SPM-E Jateng | 2.5.1.  Bidang Pendidikan
https://biropemotda
l(cs .;GI{/ rovp 0.id) Adapun Capaian SPM Bidang
) 8PIOV.£0.1C]. Pendidikan pada tahun 2020 untuk
Jumlah anak usia dini yang sudah
tamat atau sedang belajar PAUD
sebesar 126,3%, anak usia 7-12
tahun yang sudah atau sedang
belajar sebesar 99,8%, anak usia 12-
15 tahun yang sudah atau sedang
belajar sebesar 78,6% dan anak usia
7-18 yang sedang atau sudah belajar
pada pendidikan kesetaraan hanya
sebesar 1%. Berdasarkan hal
tersebut maka pendidikan
kesetaraan untuk anak usia 7-18
tahun perlu ditingkatkan.
Dst
2. Intervensi lebih pada | Dilakukan intervensi melalui Vil-6
program-program Program Pengelolaan Pendidikan
yang nilai capaian | 7.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
masih rendah | 1. Pendidikan
(sumber: SPE-E) a. Program Pengelolaan Pendidikan
2 | Kesehatan Menambahkan data dan | Telah disesuikan dengan SPM-E [1-155
menyesuaikan data | Jateng
capaian SPM Tahun 2020 2.5.2. Bidang Kesehatan
Pada Bab II dan VII
dengan data SPM-E Berdasarkan tabel berikut
capaian SPM  Kesehatan yang
Jateng, khususnya pada tergolong rendah adalah pada
Sub 2.3.1.2 Kesehatan dan pelayanan daisip bisalatin
Tabel 7.1. hipertensi dimana tahun 2020
sebesar 41,27%, Pelayanan
Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa (ODG]J) Berat pada tahun 2020
sebesar 47,44% dan pelayanan
kesehatan orang dengan TB dimana
pada tahun 2020 hanya mencapai | VII-
24,19%. 33
Dst
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NO URUSAN SARAN/MASUKAN TINDAK LANJUT HAL
3 | Pekerjaan Menambahkan data | Telah ditambahkan [1-68
Umum dan kesesuaian Tata Capaian kinerja penataan ruang
Penataan Ruang dalam | terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang.
Ruang Pemanfaatan Ruang | Dalam kurun waktu RPJMD tahun 2016 -
kaitarmya dengan 2020, ketalatan _terhadap n?ncarfa tata ruang
Perda RTRW untuk | CEomr) Bone e mn o ebesar 3006
memperlihatkan tahun 2018 sebesar 35%, tahun 2019
kesesuaian Tata | sebesar 40%, dan tahun 2020 sebesar 45%.
Ruang dalam
memanfaatkan Ruang
untuk pembangunan.
Tabel 2.43 untuk Telah disesuaikan [1-66
dapat disesuaikan Tabel 2.43.
dengan data SPE-E Capaian Sanitasi Layak Kabupaten
Jateng. Sukoharjo
Tahun 2016-2020
4 | Perumahan Menambahkan data | Telah ditambahkan [1-69
Rakyat dan kebutuhan rumah Berdasarkan hasil validasi data
Kawasan (backlog)  meliputi | perumahan tahun 2021 didapatkan informasi
Permukiman rumah yang tersedia | jumlah backlog sebanyak 25.518.
dan jumlah KK yang
ada sampai Tahun
2020.
Menambahkan Indikator SPM Perumahan yaitu | II-71
penjelasan pada Bab | presentase jumlah warga negara yang
[T terkait data capaian | terkena relckasi akibat program
SPM Perumahan yang | pemerintah daerah kabupaten/kota
belum ada untuk | yang memperoleh fasilitas
Tahun 2020, | penyediaan rumah layak huni, tidak
terutama presentase | dicantumkan dan target 0%, karena
jumlah warga negara | tidak ada relokasi warga akibat
yang terkena relokasi | korban bencana
akibat program
pemerintah  daerah
kabupaten/kota yang
memperoleh fasilitas
penyediaan  rumah
layak huni. (untuk
ada keselarasan dan
konsistensi data yang
akan dipakai baik
pada bab II maupun
bab VII)
Mencermati capaian | Telah dicermati
data pada SPE-E
Jateng karena
realisasi masih 0%
sehingga perlu untuk
diupdate.
5 | Trantibunlin Menambahkan Telah ditambahkan [I-156
mas deskripsi capaian 2.5.1. Bidang Ketentraman, Ketertiban

SPM pada Bab Il

Umum, Dan Perlindungan




NO URUSAN | SARAN/MASUKAN TINDAK LANJUT HAL
terkait data capaian Masyarakat
SPM yang belum ada SPM Trantibumlinmas dilaksanakan
untuk Tahun 2020. apabila dalam Penegakan
Perda/Perkada ada warga
pelaksanaan Penegakan tersebut.
Pada Tahun 2020, Penegakan
Perda/Perkada yang dilakukan oleh
Satpol PP Kabupaten Sukoharjo tidak
i ada warga yang mengalami cidera
fisik (korban) maupun kerugian
materiil ~ akibat dari dampak
penegakan  tersebut,  sehingga
capaian SPM Satpol PP Kabupaten
Sukoharjo adalah 0 % (nol persen).
Dalam pengisian data pada E - SPM
| Jateng Tahun 2020, kami melakukan
input data sebesar 100%, dengan
jumlah sasaran 1 orang, hal tersebut
dikarenakan pada aplikasi tersebut
tidak bisa di input dengan
data/angka 0 (nol). Sedangkan untuk
pelayanan dasar jumlah Warga
Negara yang mendapatkan
pelayanan pemadaman,
penyelamatan dan evakuasi
kebakaran tingkat
Kabupaten/FKota sebesar 100%.
2. Menyesuaikan Telah disesuaikan [1-156
capaian SPM dengan
data SPM-E Jateng.
6 | Sosial Menyesuaikan data | Telah disesuaikan [I-156
capaian SPM di Bab II 2.5.1. Bidang Sosial
dengan data SPM-E Jateng | Berdasarkan Peraturan Pemerintah
dan cek kembali formulasi | Nomor 2 Tahun 2018 SPM bidang
inputing data di SPM-E | social terdiri atas 5 pelayanan dasar.
Jateng. Adapun capaiannya pada tahun 2020
antara lain jumlah penyandang
disabilitas terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya diluar panti
sebesar  23,257%, jumlah anak
terlantar yang terpenuhi
dst
7 | Pertanahan | 1. Data pendataan | Telah disajikan [1-85
penserUﬁkatgn tanah Adapun jumlah lahan yang
Mt dibedakan dimiliki ~ Pemerintah  Kabupaten
antara tanah pemda Sukoharjo pada tahun 2020 yaitu
(flan tanah masyarakat 3.816 bidang dengan rincian 1.429
3?;;35 td;lbuat tigfﬂ bidang yang bersertifikat dan 2.382
ahun terakhir bidang yang belum bersertifikat.
dalam rangka
mendukung Program
PTSL.
2. Mencermati data | Telah disajikan [1-85

pensertifikatan tanah
apakah sudah 100 %
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pada Tahun 2020
pada bab Il
8 | Perhubunga | 1. Melengkapi data | Telah dilengkapi II-100
n terminal dengan Tabel 2.83
kondisi dan Standar P an Penyelen _
Terminal Tipe C di Kabupaten Sukoharjo
pemenuhan Standart
Pelayanan
Penyelenggaraan
Terminal
sebagaimana
Permenhub. No. 40
Tahun 2015. Jika
sudah ada SK Bupati
penetapan Terminal
Tipe C dan
ditambahkan dalam
narasi. )
2. Menambahkan Telah ditambahkan [I-103
persandingan antara Tabel 2.81. .
kebutuhan dan Kebutuhan dan I(eterse'dlaan Fasilitas
; ; Keselamatan di Jalan
lketersediaan terkait Kabupaten Sukohario
PJU pada Tabel 2.84 Tahun 2016 — 2020
Hal. I1-99.
3. Menambahkan data | Telah ditambahkan [1-103
kasus laka lantas dan Tabel 2.85
ruas- ruas jalan yang Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
rawan kemacetan Wakalontas)
: Kabupaten Sukoharjo
Dst
Adapun- lokasi-lokasi tertentu
yang  memiliki kerawanan  akan
kecelakaan (blackspot). Titik-titik yang
sering menjadi lokasi rawan kecelakaan
di Kabupaten Sukoharjo yaitu :
dst
4. Menambahkan pada | Telah ditambahkan II-
data perkeretaapian | Perkeretaapian 106-
areik [.)anjal?g rel Pengelolaan perkeretaapian di L
kergta api dan jumlah wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari
perlintasan dua hal yaitu kondisi stasiun kereta dan
perkeretaapian perlintasan kereta yang ada baik sebidang
beserta jenisnya ataupun tidak sebidang. Seperti yang
(sebidang/tidak diketahui ?vilayah.l(abupaten Sukoharj_o
sebidang di terdapatl tiga stasiun kereta yang aktif
) L0 melayani seperti yang tertera dalam tabel
jaga/tidak, berikut :
kewenangan ruas dst
jalannya) dan Tabel
2.91 Hal. I1-99 untuk
dijadikan 1 dengan
pembahasan
perkeretaapian.
5. Mencermati Telah ditambahkan [1-104

perhitungan rasio

b. Kelayakan Kendaraan angkutan umum
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Tabel 2.90 Hal. I1-102. | kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan
Utamanya untuk® | untuk mengetahui
Tahun 2016 - 20109.
Rasio yang sudah
sesuai hanya pada
_ Tahun 2020
9 | Komunikasi Permasalahan ‘Masih | Telah dilakukan konfirmasi kepada | IV-6
dan perlu perluasan | PD bersangkutan bahwa coverage | VI-14
Informatika | coverage TIK, karena | telah mencapai 100% pada tahun
luas wilayah yang ter- | 2021, sehingga Permasalahan per
coverage (terlayani | Urusan pada Urusan Komunikasi dan
telekomunikasi) pada | Informatika fokus kepada Integrasi
Tahun 2019  adalah | Sistem  Aplikasi  di Kabupaten
80% dari luas wilayah | Sukoharjo. Strategi digunakan untuk

Kabupaten Sukoharjo)*
untuk diikuti dengan
penyesuaian pemecahan
masalah (Kebijakan sd
program/kegiatan) dan
pembiayaannya atau
uraian Bab V-Bab VII nya,
sehingga perlu
pendetilan akan
substansi program dan
IK nya di Bab VII (yang
belum mengindikasikan
mendukung strateginya
(Bab V1).

pemecahan masalah tersebut yaitu 6)
Penuntasan Infrastruktur TIK;
Pemanfaatan Infrastruktur TIK:; dan
Fasilitas Pendukung Transformasi
Digital.

SITI ZAKIYATUN NI’'MAH




